
WALIKOTA BAUBAU

PROVINS5 SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: 20 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BAUBAU

KEPADA PD. BAHTERAMAS BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar PD. Bahteramas
Cabang Baubau sebesar Rp. 8.000.000.000,- berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/ POJK.03/
2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Pemerintah Daerah

sebagai pemegang saham berkewajiban memberikan Penyertaan
Modal;

b
. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah kepada PD. Bahteramas sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diatur tentang jumlah dan tata cara
penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3
. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

4
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

5
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan

Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 93

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4120 );












